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K esepakatan kerja waktu tertentu memiliki kekhususan dari perjanjian kerja pada umumnya, berupa
pembatasan jangka waktu dan pekerjaan tertentu yang menjadi objek kesepakatan. Hal tersebut ditentukan
dalam PMTK No PER-02/Men/1993 tentang K esepakatan Kerja Waktu Tertentu. Masalah ganti rugi terjadi
apabila buruh mengajukan inisiatif PHK, sebelum pekerjaan tertentu atau jangka waktu yang ditentukan
dalam kesepakatan kerja berakhir, sehingga timbul wanprestasi perjanjian kerja. Maka, pihak buruh yang
mengagjukan inisiatif PHK, wajib membayar sejumlah ganti rugi kepada pihak majikan yang dirugikan.
Dalam skripsi ini juga dibahas tentang prosedur tuntutan ganti rugi tersebut, dan penyimpangan yang ada
dari kesepakatan kerja waktu tertentu. Metode pembahasan yang ditampilkan bersifat kualitatif, dengan
sumber data berupa studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara dengan nara sumber terkait.
Kesimpulan yang diperoleh menunjukkan bahwa, tuntutan ganti rugi majikan dalam hal PHK oleh buruh
pada kesepakatan kerja waktu tertentu jarang terjadi dan sulit ditemui. Ada beberapa hal yang
melatarbelakanginya antar lain: adanyalangkah antisipasi dari perusahaan, kekuatiran adanya dampak
negatif padaimage perusahaan, proses tuntutan yang tidak imbang dengan jumlah ganti rugi yang
dipersoalkan, serta adanya kesadaran buruh terhadap konsekuensi dari tindakannya mengajukan inisiatif
PHK, sebelum jangka waktu kesepakatan berakhir. Kewajiban pembayaran ganti-rugi dapat dikecualikan,
antaralain karena adanya kesalahan berat pihak pengusaha alasan memaksa atau force majeur. Mekanisme
penyelesaian perselisihan hak dalam hukum Perburuhan, dapat menempuh dua jalur. Pertama, lewat jalur
luar pengadilan, baik secara bipartit (tanpaintervens pihak ke-3), maupun secaratripartit (dengan intervens
pihak ketiga) Kedua, upaya penyelesaian lewat pengadilan, yakni di pengadilan umum, secara perdata.
Sedangkan, hukum positif yang mengatur masalah ini bersumber dari KUH Perdata, yang diatur lebih jauh
dalam UU No. 12 tahun 1964, UU No 22 tahun 1957 Kepmenaker No Kep- 150/Men/2000 dan PMTK No
PER-02/Men/1993 dengan menggunakan asas lex specialis derogat lex generalis. Semua itu menunjukkan
bahwa Hukum Perburuhan, sebagai hukum yang pada awalnya bersifat privat (privaatrechtelijk) tidak
terlepas dari pengaruh bidang hukum. lainnya, dan telah berkembang menjadi hukum yang bersifat publik
(publiekrechtelijk).
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